
BUPATIMAJALENGKA
PROVlNSIJAWA1BARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR PB.04/K~P.30-BPBD/2022'

TENTANG

PERPANJANGANKELIMNPEMBERLAKUAN.PEMBATASANKEGIATAN
MASYARAKATLEVEL2c6RONAVIRU~ DISEASE2019 (COVlD-19)

DI KABUPATEN'MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwaberdasarkarl . Keputusan Bupati Majalengka
Nomor"PB.04/KEP.25-BPBD /2022 tentang
Perpanjarlgan ...,..Ketiga Pemberlakuan Pembatasan
Kegia.tan Masyat8.kat Level 2.Coronavirus Disease 2019
(Covid-19) d~. I<:~bupaten MajaIengka, jangka w8.ktu
pemberlakuannya'"berakhir pada Tanggal 24 Januari
2022;

b. bahwa meninda.klanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 05 Tallun.. 2022 ..tentang .Pemberlakuan
Pembatasan Kew.a.tariMasyar8.kat Level 3, 'Level 2, dan
Leye(l qorona,YirusmSease?019 di Wilayah Jawa dan
BaIi, perlu "ITienetapkan Keputusan Bupati tentang
Perpatljangan' . Ke~ima Pemb~rlakuan Pembatasan
Kegiatlm Masyarakat Level 2 C01nnavirus Disease 2019
(Covid-19) diKiibupaten M~jalengka.

1. Undang-Undang,/Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan ',Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingk;unga,nPropinsl Djawa. Barat (Berita Negara
Republik 'Indonesia'Tahun' 1950) sebagaimana telah
diub;ili dengan~Undang~lJndarlg Nomor 4'Tahun 1968
tentang PembentUkanKabupaten Purwakarta dan
Kabllpaten Subangdimgfln Mepgubah Undang-Undang
Nomor.14 Tahun\1~50 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten' Dalam:Lingkungan .Propinsi Djawa
Barat (Lembaran,.Negara., Republik Indonesia Tahun
.1968.Nomor 3i;;"Tambahan .Lembaran Negara Republik
Indonesia N~mor2851); .

2. Undang-UndangNomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Peny8.kit Menular (Lembaran. Negara Republik
Indonesia T8huni1984 Nomoi 20, Tambahan Lembaran
Negara Republ* It1dgnesla Nomor 3273);

3. Undang.cUndaiig:. Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggp,lartga.n<Bencana (Lemqaran Negara Republik
Indonesi~\Tahurr2'007 Nomor 66, Tainbahan Lembaran
Negara Repilblik I:rido~esia Nomor 4723);
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4.Undang-Undang ... 2
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4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor
3447);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6487);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);

11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

12.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);

13. Peraturan 3
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13. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro
dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019
(Covid-19) di Daerah KabupatenjKota (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);

14. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020
tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap
Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi
Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor
60);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2018 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 74 Tahun 2020
tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap
Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi
Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten
Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 Nomor 77);

17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 106 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Mikro Dalam Penanggulangan Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Majalengka
(Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020
Nomor 109);

18. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360jKep.735-
BPBDj2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Tingkat
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka;

19. Keputusan Bupati Maja1engka Nomor 360jKep.736-
BPBDj2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Tingkat
Kelurahan di Kecamatan Majalengka dan Kecamatan
Cigasong Kabupaten Majalengka;

20. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360jKep.168-
BPBDj2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) dan
Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Majalengka.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Da1am Negeri Nomor 05 Tahun 2022
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Level 3, Level 2, dan Levell Corona Virus Disease 2019 di
Wilayah Jawa dan Bali.

MEMUTUSKAN: 4
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MEMUTUSKAN:

Memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 2 Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di
Kabupaten Majalengka, terhitung sejak Tanggal 25 Januari
2022 sampai dengan Tanggal31 Januari 2022.

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2
Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dipantau dan dievaluasi secara harian.

Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan selama
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2
Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
ditetapkan dalam Surat Edaran Bupati.

Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan
Bupati Majalengka Nomor PB.04jKEP.25-BPBDj2022
ten tang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Level 2 Coronavirus Disease 2019
(Covid-19) di Kabupaten Majalengka, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Bupati lill mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATIMAJALENGKA,

~
KARNASOBAHI
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